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LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 2 TAHUN 2009 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR    2  TAHUN 2009 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  

BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang        : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah 
dan daya saing Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga ditengah 
ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan 
lain yang bergerak dibidang perbankan, perlu 
diupayakan perubahan citra yang lebih familiar 
agar mudah dikenal dan diterima khalayak 
umum; 

b. bahwa guna mendukung kemajuan 
pengembangan usaha Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga mengingat 
peran strategisnya dalam upaya peningkatan 
penerimaan daerah yang cukup signifikan dari 
tahun ke tahun, perlu adanya penambahan 
modal dasar; 
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Mengingat          : 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan 
huruf b, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 
5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dipandang 
sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga. 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank 
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2007 Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA 
 

Dan 
 

WALIKOTA SALATIGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan       : 

 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA 
SALATIGA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota 
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), diubah 
sebagai berikut: 
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1. Nomenklatur Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota 
Salatiga yang disingkat PD BPR diubah, sehingga berbunyi 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang 
disingkat PD BPR Bank Salatiga. 
 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
 

(1) Modal dasar PD BPR Bank Salatiga ditetapkan sebesar Rp. 
40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). 

(2) Modal PD BPR Bank Salatiga merupakan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 
 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 
 

(1) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1), besarnya modal disetor disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah, ketentuan Bank Indonesia dan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah 
Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh Walikota. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Salatiga. 
 
 
      Ditetapkan di Salatiga  
             pada tanggal : 29 Juli 2009 
 
      WALIKOTA SALATIGA, 
 
       Cap TTD 
 
            JOHN MANUEL MANOPPO 

 
 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal 29 Juli 2009 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 
          
  Cap TTD 
 
 AGUS RUDIANTO 
   
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 2 

 
 

Sesuai dengan aslinya : 
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA 

 
 

ARDIYANTARA, S.H., M.H. 
Pembina 

NIP. 19660908 199303 1 007 
 


